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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Transkip wawancara pihak tour 

A. Mekanisme Akad kerjasama antara permlik tour & travel dengan 

pemilik usaha jasa Sewa bus 

1. Bagaimana awal mula kerjasama antara PT Ahfa Mandiri Group 

dengan pemilik usaha jasa sewa bus? 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, 

awal mula kerjasama antara PT Ahfa Mendiri hroup dengan pemilik 

usaha Jasa Sewa bus berawal dari pihak trave Menghubungi Pihak 

Jasa sewa bus. Dari pihak travel mengidentifikasi kebutuhan akan 

armada transportasi yang andal dan berkualitas untuk Mendukung 

Oprasional Parjalinan Wisata dan layanan tour mereka. Saudara 

Ahwand fauzul mengatakan: "Saya Sendiri yang menghubungi 

pihak bus melalui Sambungan telepon dan juga melalui 

komunikasi pesan wa" Dalam komunikasi awal tersebut, pihak 

travel memperkenalkan profil perusahaan, wenjelaskan visi, misi 

kerja yang diharapkan, serta menyampaikan kebutuhan spesifik 

terkait penyediaan bus baik dari Segi kapasitas, kenyamanan 

hingga durasi pemakaian. Setelah terjadi komunikasi dua arah, 

dilanjutkan dengan Pertemuan tatap muka untuk membahas lebih 

lanjut Mengenai detail kerjasama, termasuk harga sewa, sistem 

Pambayaran, Jadwal kebarangkatan, Serta Standar Pelayanan yang 

harus dipenuhi oleh pihak Penyedia bus lalu kemudian kedua pihak 

Manyepakati perjanjian kerjasama Secara lisan yang saling percaya 

dan komitmen untuk menjaga kualitas layanar demi kepuasan 

Pelanggan. 
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2. Siapa saja pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama ini? 

 

Dalam pelaksanaan kerjasama antara PT Alfa Mandiri grop dan 

pemilik usaha Jasa Sewa bus, terdapat beberapa pihak yang 

berperan langsung dalam proses perjanjian dan pelaksanaan 

kerjasama tersebut, Saudara Ahmad fauzul Mengatakan pihak-

pihak yang terlibat dalam Perjanjian kerjasama ini hanya pihak 

travel dan pihak Marketing dari penyedia jase sewe bus. 

3. Bagaimana proses negosiasi dalam menentukan kesepakatan 

kerjasama? 

 

Proses Negoisasi dalam menentukan kesepakatan kerjasama 

Antara PT Ahfa dengan pemilik jasa sewa bus dilakukan Secara 

langsung Melalui komunikasi lisan, yang dimana pihak travel 

mendatangi langsung ke pihak jasa sewa bus. Menurut Ahmad 

Fauzul S.T Metode ini dianggap lebih efektif dalam Membangun 

kepercayaan, menjalin hubungan yang baik, Serta mempercepat 

proses pengambilan keputusan di antara kedua phak. 

4. Akad apa yang digunakan dalam perjanjian kerjasama ini? Apakah 

menggunakan akad ijarah, mudharabah, musyarakah, atau akad 

lainnya? 

Dalam kejasama antara PT Alfa Mandiri Group sebagai pihak 

travel dan pemilik Jasa Sewa bus Sebagai penyedia transportasi, 

terdapat dua jenis akad yang digunakan dalam perjanjian yaitu Akad 

musyarakah (kerjarana) dan Akad ijarah (sewa menyera). Saudars 

Ahmad Fanzul S.T Mengatakan bahwasanya bentuk akad sewa 

Menyewa yang dilakukan kami yaitu yang dimana saya 

bekerjasama untuk menyewa bus dari Pemilik usaha Jasa Sewa bus 
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dalam jangka Waktu yang ditentukan dan dengan harga yang 

disepakati. Tidak hanya itu, kami juga bekerjasama dengan pihak 

bus yang dimana bentuk kerjasama antara dua pihak yang masing-

masing memberikan kontribusi Modal, kemudian berbagi 

keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, dan untuk 

Menanggung Kerugian Itu Sesuai Porsi masing-maring. 

5. Apakah akad tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis 

atau hanya kesepakatan lisan? 

Dalam praktik kerjasama antora PT Ahfa mandiri grop dengan 

pemilik usaha Jasa Sewa bus, bentuk perjanjian Yang digunakan 

hingga saat ini masih bersifat lisan dan belum dituangkan dalam 

bentuk perjanjian tertulis Secara formal. kesepakatan antara kedua 

pihak terjadi komunikasi langsung, baik, melalui pertemuan tatap 

muka maupun komunikasi via telpon atau pesan WhatApp. 

Pernyataan dari Saudara Ahmad fauzul 

S.T Sebagai pemilik Usaha Travel. Proses ini berasal dari kami 

(pihak tanvel) yang Mendatangi langsung pemilik usaha Jasa Sewa 

bus untuk Menyampaikan Maksud kerjasama dengan pihak bus ya 

hanya secara lisan tidak tertulis. Dalam Pertemuan tersebut, terjadi 

perbincangan Мengenai kebutuhan armada, Sistem pembayaran, 

durasi Penyewaan, dan Standar Pelayanan yang diharapka 

6. Apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kerjasama 

ini? 

 

Dalam pelaksanaan kerja sama antara PT Ahfa Mandiri Group 

sebagai pihak travel dan pemilik usaha jasa sewa bus sebagai 

penyedia transportasi, pembagian hak dan kewajiban tidak 
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dituangkan secara rinci dalam dokumen kontrak tertulis. 

Sebaliknya, seluruh kesepakatan dijalankan berdasarkan prinsip 

kepercayaan (trust) yang telah terjalin antara kedua belah pihak. 

7. Bagaimana sistem pembagian keuntungan dan tanggung jawab 

antara kedua belah pihak? 

Sistem keuntungan tidak dibagi atau diatur Secara bersama, 

kerjasama ini tidak bersifat bagi hasil melainkan murni berbentuk 

Penyewaan jasa, dimana Penyedia bus lange Pambayaran sesuai 

dengan tarip Sewa yang telah disepakati. Ahmad Fanen S.T 

Mengatakan. Dalan pelaksanaan kerjasama kami, tanggung 

Jawab dibagi secara proporsional Sesuai dengan peran masing-

masing. pihak bus bertanggung atas kesediaan dan kelayakan 

armada, termasuk memastikan bahwa kendaran dalam kondisi baik, 

bersih dan siap digunakan Pada Waktu Yang telah disepakati. 

Selain itu mereka juga bertanggung Jawab atas kelengkapan 

operasional, Seperti kesiapan sopir, BBM, dan Pelengkapan 

Pendukung lain yang dibutuhkan Selama perjalanan. Sementara 

itu, pihak (travel) bertanggung jawab atas Penyusunan paket 

perjalanan penentuan harga kepada pelanggan, promosi dalam 

Pemasaran, serta keseluruhan manajemen kegiatan Wisata, kami 

juga bertanggung Jawab terhadap kepuasan Pelanggan, koordinasi 

Peserta, serta Penanganan keluhan sekema kegiatan 

berlangsung,jika terjadi kendala Selama perjalanan yang berkaitan 

dengan Armada, maka pihak travel akan berkoordinasi langsung 

dengan Pihak bus untuk segera ditangani, namun tanggung Jawab 

atas pengelolaan peserta dan Jadwal tetap berada dibawah 

pengawasan pihak travel. 
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8. Apakah terdapat klausul terkait risiko dan penyelesaian sengketa 

dalam perjanjian tersebut? 

Dari Pernyataan Saudara Ahmad fauzul ST. Klausa risiko yang 

dimaksud mencakup tanggung Jawab Masing-masing pihak apabila 

terjadi keadaan yang menghambat Pelaksanaan Perjalanan, Seperti 

keterlambatan Pengiriman, kerusakan atau ketidak sesuaian bus. 

Begitu pula untuk Penyelesaian sengketa, para pihak telah 

menyepakati Secara lisan apabila terjadi perselisihan, maka akan 

ditempuh terlebih dahulu upaya musyawarah 

9. Bagaimana implementasi akad ini dalam praktik operasional sehari-
hari? 

Implementasi akad ini tidak dilakukan dalam praktik Operasional 

sehari-hari. Saudara Ahmad Fauzul S. Tl Mengatakan pelaksanaan 

akad hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang sifatnya 

tidak tetap, tergantung pada kabutuhan, kesiapan masing-masing 

'pihak, maupun kondisi situasional lainnya 

10. Apakah ada kendala atau tantangan dalam pelaksanaan akad ini? 

Jika ada, bagaimana penyelesaiannya? 

Dalam praktik pelaksanaan akad ini, ditemukan beberapa kendala 

yang cukup signifikan, terutama berkaitan dengan ketidaksesuaian 

antara kesepakatan awal dan pelaksanaan di lapangan. Salah satu 

kendala utama yang terjadi adalah perbedaan atau ketidaksesuaian 

titik tujuan perjalanan dengan yang telah disepakati sebelumnya. 

Dalam hal ini, pihak yang menyediakan jasa tidak mengikuti 

titik tujuan sesuai perjanjian awal, sehingga rute perjalanan 

menjadi lebih jauh dari yang direncanakan. Saudara Ahmad fauzul 

S.T Mengatakan Akibat dari perubahan atau penambahan titik 

tujuan tersebut, muncul konsekuensi tambahan berupa peningkatan 
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biaya operasional, khususnya pada konsumsi bahan bakar (solar). 

Hal ini menyebabkan pihak pengguna jasa harus menanggung 

biaya tambahan yang sebelumnya tidak diperhitungkan dalam 

anggaran. Penambahan biaya untuk pengisian solar menjadi bentuk 

penyelesaian praktis yang harus dilakukan di lapangan agar 

perjalanan tetap dapat dilanjutkan. 

Selain itu, kendala lain yang juga cukup krusial adalah 

ketidaksesuaian armada bus yang dikirimkan oleh pihak penyedia 

dengan yang telah dipesan oleh pihak pengguna jasa. Misalnya, 

bus yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi atau fasilitas yang 

sebelumnya dijanjikan, seperti kapasitas tempat duduk, 

kenyamanan, atau kondisi kendaraan secara keseluruhan. Hal ini 

tentunya menimbulkan ketidakpuasan dari pihak pengguna jasa 

karena merasa tidak mendapatkan layanan sebagaimana yang telah 

disepakati. 

B. Perspektif hukum islam terhadap kerjasama 

11. Menurut pemahaman Bapak/Ibu, apakah akad yang digunakan 

sudah sesuai dengan prinsip syariah? 

Pelaksanaan kerja sama antara pihak tour & travel PT Ahfa 

Mandiri Group dengan Pihak penyedia jasa sewa bus, dapat 

diketahui bahwa akad yang digunakan dalam kerja sama tersebut 

belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Yang masih 

terdapat beberapa aspek yang belum mencerminkan kaidah dan 

ketentuan yang berlaku dalam sistem muamalah Islam. 

12. Apakah dalam perjanjian terdapat unsur riba, gharar 

(ketidakpastian), atau maysir (spekulasi)? Jika ada, bagaimana cara 

menghindarinya? 
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Dalam perjanjian kerjasama pihak travel dengan pihak bus, 

bahwa dalam perjanjian kerja sama tersebut terdapat unsur 

ketidakpastian (gharar) yang berpotensi bertentangan dengan 

prinsip syariah. Selain itu, dalam kasus ini tidak ditemukan unsur 

Riba maupun maysir, krna tidak ada tambahan nilai dari utang atau 

skema pembayaran yang bersifat judi. 

13. Apakah ada pengawasan atau konsultasi dengan pihak yang 

memahami hukum Islam dalam penyusunan akad ini? 

Dalam praktik kerjasama pihak travel dengan pihak bus 

bahwa tidak terdapat pengawasan maupun konsultasi dengan pihak 

yang memahami hukum Islam dalam proses penyusunan akad 

kerjasama, yang dimana kerjasama antar kedua pihak di susun 

Secara mandiri, berdasarkan Pengalaman Praktis dan kebiasaan 

yang berjalan selama ini. Perjanjian dilakukan Secara Sederhana, 

umumnya hanya melakukan kesepakatan lisan tanpa melibatkan 

penasehat hukum syariah yang memiliki kompetensi dalam bidang 

fiqih muamalah. 

14. Jika terjadi perselisihan atau pelanggaran perjanjian, bagaimana 
cara penyelesaiannya? 

 

Diketahui bahwa apabila terjadi permasalahan, 

ketidaksesuai pelayanan, atau Pelanggaran kesepakatan Oleh pihak 

bus maka pihak travel akan mengambil keputusan sepihak untuk 

mengakhiri kerjasama dan tidak menggunakan jasa dari penyedia 

bus Pada masa yang akan datang. 

15. Apakah penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan musyawarah 

atau ada intervensi pihak ketiga? 

Penyelesaian sengketa yang dilakukan pihak travel dengan 
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pihak bus dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu 

musyawarah dianggap sebagai Pondasi Penting dalam menjalin 

kesepakatan yang adil, transparan, dan Mengedepankan 

kepentingan bersama. 

16. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara agar akad kerjasama ini lebih 

sesuai dengan prinsip hukum Islam? 

Salah satu cara utama yang disarankan adalah dengan 

Memperbanyak mengikuti ketentuan hukum Islam yang tercantum 

dalam prinsip-prinsip muamalah, serta menggunakan Perjanjian 

tertulis yang jelas dan terperinci. 

17. Apakah ada rekomendasi untuk perbaikan dalam sistem kerjasama 

agar lebih adil dan menguntungkan kedua belah pihak? 

Untuk Saat ini belum ada rekomendasi Perbaikan secara 

resmi disusun atau diterapkan oleh kedua pihak. Hal ini disebabkan 

Oleh beberapa faktor, salah Satunya adalah kurang nya evaluasi 

sistematis terhadap proses kerjasama yang telah berlangsung. 

Selama ini Meskipun kerjasama tersebut berjalan dengan baik 

Perjanjian yang diterapkan lebih bersifat informal dan belum diatur 

secara rinci dalam bentuk perjanjian Yang Mengacu Prinsip-

prinsip yang lebih terstruktur dan berbasis hukum islam. 

18. Bagaimana dampak penerapan akad ini terhadap kesejahteraan 

para pihak yang terlibat? 

Diketahui bahwa Penerapan akad yang Selama ini dijalankan 

Meskipun belum sepenuhnya berbasis Syariah, tetapi telah 

memberikan dampak Positif terhadap kesejahteraan kedua pihak. 

 kesejahteraan Pihak travel 
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penerapan kerjasama dengan pihak bus dengan pihak 

travel dalam Memperluas kapasitas layanannya tanpa harus 

memiliki armada sendiri. Hal ini mengurangi beban modal 

usaha dan biaya operasional. Dengan adanya kepastian 

kendaraan untuk keperluan Perjalanan wisata/ziarah. 

Pihak travel dapat Fokus pada Peningkatan kualitas layanan kepada 

pelanggan. Hal Ini secara tidak langsung berdampak Pada 

Peningkatan kepercayaan pelanggan, pertumbuhan usaha dan 

pemasukan yang stabstabil 

 kesejahteraan Pihak bus 

 

Dari sisi Penyediaan bus, kerjasama dengan pihak travel 

Memberikan akses pasar yang lebih luas dan berkelanjutan 

kontrak kerja. Alih-alih hanya bergantung pada pelanggan 

Perorangan yang tidak pasti, kerjasama dengan pihak travel 

Menjadi sumber Penghasilan yang beruberulann dapat 

diprediksi. Dengan Frekuensi Penyewaan konsisten, pihak 

Penyedia bus dapat mengelola keuangan dan operasionalnya 

dengan baik. Selain itu hubungan kerjasama yang baik juga 

menciptakan peluang Untuk Pagembangan layanan dan 

Penambahan Armada dimasa depan. 

19. Menurut pandangan Bapak/Ibu, apakah akad ini membawa 

keberkahan dalam usaha kedua belah pihak? Jika iya, dalam aspek 

apa saja? 

Menurut saudara Ahmad Fauzul S.T. kerjasama antara 

pihak travel dengan pihak bus Memang memiliki potensi Untuk 

membawa keberkahan dalam usaha kedua pihak. keberkahan ini 
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tidak hanya terbatas pada keuntungan materi atau finansial, tetapi 

juga mencakup aspek-aspek lain yang lebih luas, seperti 

kepercayaan, hubung yang baik dan berkelanjutan usaha yang 

Membawa dampak positif Jangka panjang. kedua pihak berhak 

untuk mendapatkamn keberkahan dalam usaha mereka Yang dapat 

tercantum dalam beberapa aspek. 

 keberkahan dalam aspek keuangan dan keuntungan. 

 keuntungan dalam hubungan dan kepercayaan bisnis. 

20. Apakah ada rencana untuk meningkatkan aspek kepatuhan syariah 

dalam akad ini di masa mendatang? Jika ada, bagaimana langkah-

langkahnya? 

Menurut Saudara Ahmad Fauzul S.T Untuk Saat ini tidak 

ada rencana konkret yang Secara spesifik telah disusun konkret 

yang untuk Meningkatkan aspek syariah dalam akad Kejarama. 

meskipun demikian, mengingat Pentingnya penerapan Prinsip- 

prinsip syariah. dalam setiap transaksi kerjasama / bisnis, dan ada 

kemungkinan untuk Mempertimbangkan peningkatan aspek 

syariah dalam kerjasama yang akan datang. 

Pada pukul 11.00 WIB 12 April 2025 
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Transip wawancara pihak bus 

 

1. Apakah kerjasama pihak bus dengan pihak travel Menggunakan 

Perjanjian lisan atau tertulis 

Jawab: Disini perjanjian Secara lisan Sewa busnya hanya tanpa ada 

perjanjian tertulis, perjanjian sah dengan cara DP. 

2. Bagaimana proses nya? 

Jawab : proses dimulai dari pihak travel mendatangi kami (pihak 

bus) langsung untuk menyampaikan maksud kerjasama untuk 

Menyewa bus dengan Secara lisan, dan Sebelum datang langsung 

biasanya komunikasi via telpon (pesan WA). 

3. Bagaimana Hak dan kewajiban dari pihak bus 

Jawab: pihak bus berhak Menerima PembayaraMenerimjasa yang 

telah diberikan, sesuai dgn kesepakatan bersama. Kami (pihak 

bus) juga berhak untuk mengetahui Informasi mengenai Jadwal, 

lokasi penjemputan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan 

operaional armada. Bentuk kewajiban pihak kami untuk 

memastikan armada yang digunakan dalam kondisi bersih, prima, 

dan sesuai standar kenyamanan penumpang. Dan kami juga yang 

menyediakan sopirnya. Selain Itu pihak travel juga berkewajiban 

Memberikan informasi yang jelas yang berkaitan dengan 

Operasional perjalanan. 

Pada pukul 16.30, 23 April 2025 
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 Proses pengambilan data melalui wawancara pihak travel & Pihak bus 

 

 

 

 

  



87 

 

 

 Aktivitas tour & travel 

 

 



88 

 

 Bukti Transaksi DP (Down Paymet) 
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